BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM PEMERINTAH

Menimbang:a.

Mengingat : 1.

DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 328 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, dalam rangka manajemen Kkas
pemerintah daerah dapat mendepositokan dan/atau
melakukan investasi jangka pendek uang milik daerah yang
sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu
likuiditas keuangan daerah, tugas daerah dan kualitas

pelayanan publik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum Pemerintah

dalam Bentuk Deposito Berjangka,;

Undang-Undang Nomor 12  Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan



Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat Il
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keungan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun
2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor
21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Trenggalek Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN UANG

DAERAH PADA BANK UMUM PEMERINTAH DALAM BENTUK
DEPOSITO BERJANGKA.



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Trenggalek.

Bupati adalah Bupati Trenggalek.

Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya
disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Badan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut
Bakeuda adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Trenggalek.

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan
usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip
syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam
lalu lintas pembayaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Trenggalek.

Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat
BUD, adalah pejabat pengelola keuangan Daerah yang
bertindak dalam kapasitas bendahara umum Daerah.
Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati
untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah

pada bank yang ditetapkan.



BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai
pedoman dan arah kebijakan pengelolaan uang Daerah,
dalam hal terjadi pengelolaan uang Daerah yang sementara

belum digunakan.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

a. memberikan kepastian hukum dalam menempatkan
uang Daerah yang sementara masih belum digunakan;
dan

b. sebagai pedoman bagi BUD dalam pelaksanaan
kebijakan pengelolaan uang Daerah yang sementara

masih belum digunakan.

BAB Il11
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. penempatan uang Daerah dalam bentuk deposito;
b. pencairan deposito; dan

c. pelaporan.

BAB IV
PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO
Pasal 4

(1) Dalam hal terdapat uang Daerah yang sementara masih
belum digunakan, BUD dapat menginvestasikan uang
Daerah dalam bentuk deposito berjangka waktu 1 (satu)
bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis pada

rekening di Bank Umum pemerintah, untuk memperoleh



manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya

sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah.

(2) Pelaksanaan investasi uang Daerah pada Bank Umum
dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus dapat dipastikan bahwa BUD dapat menarik uang
tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum
Daerah pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo, tanpa

dikenakan penalti.

(3) Penerimaan bunga atas investasi uang Daerah dalam
deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

pendapatan Daerah.

Pasal 5

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD
melakukan evaluasi berdasarkan saldo kas Daerah,
penerimaan pendapatan dan rencana kebutuhan anggaran
kas, untuk menentukan jumlah dana yang dapat

diinvestasikan dalam bentuk deposito.

Pasal 6

Dalam menentukan Bank Umum untuk penempatan deposito
beserta besarannya, BUD mempertimbangkan antara lain:

a. likuiditas dan propabilitas bank;

b. tingkat suku bunga; dan

c. kontribusi bank terhadap pembangunan Daerah.

Pasal 7

(1) Penerimaan bunga atas penempatan deposito langsung

dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.

(2) Penerimaan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling lambat diterima di Rekening Kas Umum Daerah 7



(3)

(4)

(tujuh) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo.

BAB V
PENCAIRAN DEPOSITO
Pasal 8

Dalam hal Pemerintah Daerah membutuhkan dana untuk
membiayai pengeluaran atau sebab Ilainnya yang
mendesak, BUD dapat mencairkan sebagian atau seluruh

uang yang disimpan dalam bentuk deposito.

Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan membuat surat pencairan deposito kepada bank
pengelola, yang berisi perintah untuk mencairkan deposito
dan melakukan pemindahbukuan dana deposito beserta

penerimaan bunga ke Rekening Kas Umum Daerah.

Bank pengelola melakukan pencairan paling lambat 2 (dua)

hari kerja setelah diterimanya surat pencairan.

Terhadap pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bank pengelola tidak diperkenankan mengenakan penalti

apabila pencairan dilakukan sebelum jatuh tempo.

Pasal 9

Pada setiap akhir tahun anggaran berjalan, seluruh deposito

dipindahbukukan ke Rekening Kas umum Daerah dalam

bentuk giro, paling lambat tanggal 31 Desember.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 10

Bank pengelola deposito menyampaikan laporan bulanan

kepada BUD terkait suku bunga, pemindahbukuan

penerimaan bunga ke Rekening Kas Umum Daerah, dan



perpanjangan deposito.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, penempatan
deposito yang telah dilaksanakan sebelum diundangkannya

Peraturan Bupati ini tetap diakui sampai dengan jatuh tempo.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 2 April 2019

WAKIL BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN
Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 2 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
JOKO IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2019 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

g%

ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001



